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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

1. Dari uraian diatas, dapat ditarik simpulan bahwa negara belum mampu 

melaksanakan amanat  preambule UUD 1945 alinea ke empat “untuk melindungi 

segenap bangsa” disebabkan oleh ketidakjelasan wewenang yang diberikan oleh 

negara kepada lembaga terkait untuk bertanggung jawab terhadap TKI di luar 

negeri. 

2.  Peraturan demi peraturan yang telah di buat belum mampu melindungi TKI di 

luar negeri, justru terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang 

lain. Secara yuridis peraturan perundang-undangan dibidang penempatan dan 

perlindungan TKI tidak sinkron secara vertical maupun horizontal. 

5.2. SARAN 

 Pada prinsipnya Indonesia harus menyelesaikan segala persoalan hukum 

melalui proses hukum, termasuk perlindungan Tenaga Kera Indonesia sebagai 

warga negara yang harus dilindungi oleh UUD 1945. Seharusnya pemerintah 

melimpahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada  BNP2TKI untuk melindungi 

TKI di luar negeri dari pra penempatan, masa penempatan dan purnapenempatan.  
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 Bagi para peneliti dan akademisi, Untuk melindungi TKI yang bekerja 

diluar negeri secara layak harus dimulai dengan melakukan pembaharuan 

hukum (legalreform) terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. tentang 

penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, karena Undang-undang 

tersebut sudah tidak mampu melindungi hak-hak TKI di luar negeri.  
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